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PENGATURAN HUKUM MENGENAI 
PEMALSUAN UANG RUPIAH MENURUT PASAL 
244 SAMPAI DENGAN PASAL 252 KUHP1 
Oleh: Christon Andri Madundang2 
 
ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan hukum 
mengenai tindak pidana pemalsuan uang 
rupiah menurut Pasal 244 sampai dengan Pasal 
252 KUHP  dan bagaimana tindak pidana 
pemalsuan uang rupiah menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Mata Uang.  Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan tindak 
pidana pemalsuan uang yang diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum 
mengatur secara komprehensif jenis perbuatan 
tersebut dan sanksi yang diancamkan. Oleh 
karena itu ketentuan-ketentuan hukum 
mengenai tindak pidana pemalsuan uang 
disempurnakan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang. 2.Tindak pidana pemalsuan 
uang rupiah menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 
Uang telah diatur secara lebih lengkap dan 
terinci sebagaimana diatur dalam Pasal 33 
sampai dengan Pasal 41 pengaturan mengenai 
ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, 
peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah. 
Kata kunci:  Pengaturan hukum,  pemalsuan 
uang, rupiah 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Mata uang rupiah merupakan alat 
pembayaran yang sah dalam kegiatan 
perekonomian di negara Republik Indonesia, 
sehingga perlu dilindungi oleh hukum dari 
segala bentuk pemalsuan oleh pihak-pihak 
pelaku kejahatan. Salah satu upaya untuk 
melindungi mata uang rupiah yakni  dengan 
membuatnya sulit untuk ditiru atau dipalsukan.  
Para pelaku pemalsuan mata uang rupiah 
dapat menyebabkan terganggunya 
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perekonomian nasional dan merugikan 
masyarakat, karena banyaknya uang palsu yang 
beredar baik yang dilakukan secara 
perseorangan, maupun kelompok pelaku 
kejahatan pemalsua mata uang rupiah. Oleh 
karena itu diperlukan upaya penegakan hukum 
ayang efektif terhadap pemalsuan mata uang 
rupiah dan pemberlakuan sanksi pidana yang 
berat bagi pelakunya untuk memberikan efek 
jera bagi pelakunya.  
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimasudkan 
untuk melengkapi ketentuan-ketentuan hukum 
mengenai tindak pidana ketentuan tindak 
pidana pemalsuan uang yang diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum 
mengatur  secara rinci mengenai perbuatan 
pemalsuan mata uang rupiah. Menurut 
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Mata Uang. I. Umum, 
dijelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai negara yang merdeka dan berdaulat 
memiliki simbol kedaulatan negara yang harus 
dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga 
Negara Indonesia. 
Salah satu simbol kedaulatan negara 
tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang 
dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara 
Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah 
dipergunakan sebagai alat pembayaran yang 
sah dalam kegiatan perekonomian nasional 
guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Karena melihat 
perannya yang sangat penting, uang harus 
dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau 
dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Di sinilah peran otoritas yang 
profesional sangat diperlukan untuk 
menentukan ciri, desain, dan bahan baku 
Rupiah.3 
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Mata Uang. I. Umum, 
Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama 
pemalsuan uang, dewasa ini semakin 
merajalela dalam skala yang besar dan sangat 
merisaukan, terutama dalam hal dampak yang 
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ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang 
yang dapat mengancam kondisi moneter dan 
perekonomian nasional. Pemalsuan uang 
dewasa ini ternyata juga menimbulkan 
kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan 
politik, pencucian uang (money laundring), 
pembalakan kayu secara liar (illegal logging), 
dan perdagangan orang (human trafficking), 
baik yang dilakukan secara perseorangan, 
terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas 
negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan 
terhadap Mata Uang semakin berkembang. 
Sementara itu, ketentuan tindak pidana 
pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana belum 
mengatur secara komprehensif jenis perbuatan 
tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan 
mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, 
perlu diatur macam dan harga Mata Uang, 
termasuk sanksi dalam suatu undang-undang 
karena hal itu merupakan suatu kebutuhan 
yang mendasar. 
Penegakan hukum terkait kejahatan Mata 
Uang, terutama pemalsuan Rupiah, 
memerlukan pengaturan yang memberikan 
efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan 
tersebut berdampak luar biasa terhadap 
perekonomian dan martabat bangsa secara 
keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang 
melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 
ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat. 
Sesuai dengan uraian tersebut dapat 
dipahami pentingnya pengaturan hukum 
mengenai pemalsuan mata uang rupiah untuk 
memberikan pemahaman yang mendalam 
mengenai mata uang rupiah yang dipergunakan 
sebagai alat pembayaran yang sah dalam 
kegiatan perekonomian dan ancaman sanksi 
pidana bagi pelaku pemalsuan rupiah.  
  
B.  RUMUSAN  MASALAH           
1. Bagaimanakah pengaturan hukum 
mengenai tindak pidana pemalsuan uang 
rupiah menurut Pasal 244 sampai dengan 
Pasal 252 KUHP ?  
2. Bagaimanakah tindak pidana pemalsuan 
uang rupiah menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang ? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian hukum normatif 
digunakan untuk penyusunan Skripsi ini dan 
pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan 
melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan 
yang dikumpulkan terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, yang sesuai dengan 
pembahasan materi penulisan ini dan 
merupakan bahan-bahan hukum primer. Buku-
buku, literatur dan karya-karya ilmiah hukum, 
yang termasuk dalam bahan hukum sekunder  
digunakan untuk mengutip pendapat-pendapat 
para ahli hukum mengenai tindak pidana 
pemalsuan uang rupiah. Kamus-kamus hukum 
sebagai bahan hukum tersier juga digunakan 
sebagai penunjang untuk memberikan 
penjelasan mengenai istilah-istilah yang 
digunakan dalam penulisan ini. Bahan-bahan 
hukum yang telah dikumpulkan dianalisis 
secara normatif dan kualitatif. 
 
PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak 
Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Menurut 
Pasal 244 Sampai Dengan Pasal 252 KUHP   
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) mengenai Pemalsuan Mata 
Uang dan Uang Kertas diatur dalam Pasal 244 
sampai dengan Pasal 252. Pasal 244: Barang 
siapa meniru atau memalsu mata uang atau 
kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, 
dengan maksud untuk mengedarkan atau 
menyuruh mengedarkan mata uang atau uang 
kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun.  Pasal 245: Barang siapa 
dengan sengaja mengedarkan mata uang atau 
uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau 
Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli 
dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu 
olehnya sendiri, atau waktu diterima 
diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, 
ataupun barang siapa menyimpan atau 
memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang 
kertas yang demikian, dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan 
sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun.4  
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Pasal 246: Barang siapa mengurangi nilai 
mata uang dengan maksud untuk 
mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan 
uang yang dikurangi nilainya itu, diancam 
karena merusak uang dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun.  
Pasal 247: Barang siapa dengan sengaja 
mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai 
olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu 
diterima diketahui sebagai uang yang tidak 
rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau 
memasukkan ke Indonesia uang yang demikian 
itu dengan maksud untuk mengedarkan atau 
menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang 
tidak rusak, diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun. 
Pasal 249: Barang siapa dengan sengaja 
mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu 
atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank 
yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali 
berdasarkan pasal 245 dan 247, dengan pidana 
penjara paling lama empat bulan dua minggu 
atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. 
Pasal 250: Barangsiapa membuat atau 
mempunyai persediaan bahan atau benda yang 
diketahuinya bahwa itu digunakan untuk 
meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata 
uang, atau untuk meniru atau memalsu uang 
kertas negara atau bank, diancam dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah. 
Pasal 250 bis: Pemidanaan berdasarkan 
salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 
bab ini: maka mata uang palsu, dipalsu atau 
dirusak, uang kertas Negara atau Bank yang 
palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau 
benda-benda yang menilik sifatnya digunakan 
untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai 
mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai 
untuk atau menjadi obyek dalam melakukan 
kejahatan, dirampas, juga apabila barang-
barang itu bukan kepunyaan terpidana. 
Pasal 251: Diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun atau pidana denda 
paling banyak sepuluh ribu rupiah, barang siapa 
dengan sengaja dan tanpa izin Pemerintah, 
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia 
keping-keping atau lembar-lembaran perak, 
baik yang ada maupun yang tidak ada capnya 
atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap 
sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata 
akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda 
peringatan.  
Pasal 252: Dalam hal pemidanaan 
berdasarkan salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam pasal 244 - 247, maka hak-
hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 No. 
1 - 4 dapat dicabut.  
Menurut pembentuk undang-undang 
perbuatan meniru atau memalsukan mata 
uang, uang kerta negara atau uang kertas bank 
itu merupakan perbuatan yang dapat 
menimbulkan berkurangnya kepercayaan 
umum terhadap mata uang kertas negara atau 
uang kertas bank tersebut. Kebanyakan penulis 
menghubungkan perbuatan meniru atau 
memalsukan mata uang, uang kertas negara 
atau uang   kertas bank itu dengan kejahatan 
pemalsuan, karena kejahatan terhadap mata 
uang dan lain-lainnya ada hubungannya dengan 
kekuatan pembuktian dan kepercayaan 
terhadap alat-alat bukti dan tanda-tanda bukti.5 
 
B. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah 
Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 
Mata Uang 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 
angka 19; Setiap orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi. Korporasi 
maupun perorangan dilarang melakukan 
perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan 
sebagai pemalsuan uang menurut peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dinyatakan 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 
26 ayat: 
(1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah. 
(2) Setiap orang dilarang menyimpan secara 
fisik dengan cara apa pun yang 
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. 
(3) Setiap orang dilarang mengedarkan 
dan/atau membelanjakan Rupiah yang 
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. 
(4) Setiap orang dilarang membawa atau 
memasukkan Rupiah Palsu ke dalam 
                                                          
5
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,  Op.Cit, hal. 163. 
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 
 
8 
 
dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
(5) Setiap orang dilarang mengimpor atau 
mengekspor Rupiah Palsu. 
Pasal 27 ayat: 
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, 
menjual, membeli, mengimpor, 
mengekspor, menyimpan, dan/atau 
mendistribusikan mesin, peralatan, alat 
cetak, pelat cetak, atau alat lain yang 
digunakan atau dimaksudkan untuk 
membuat Rupiah Palsu. 
(2) Setiap orang dilarang memproduksi, 
menjual, membeli, mengimpor, 
mengekspor, menyimpan, dan/atau 
mendistribusikan bahan baku Rupiah yang 
digunakan atau dimaksudkan untuk 
membuat Rupiah Palsu. 
Menurut Kamus Hukum, Larang (Ind); 
melarang; memerintahkan supaya tidak 
melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan  
berbuat  sesuatu.6 
Pemberantasan Rupiah Palsu, Pasal 28 ayat: 
(1) Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan 
oleh Pemerintah melalui suatu badan yang 
mengoordinasikan pemberantasan Rupiah 
Palsu. 
(2)  Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas unsur: 
a. Badan Intelijen Negara; 
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
c. Kejaksaan Agung; 
d. Kementerian Keuangan; dan 
e. Bank Indonesia. 
(3) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab badan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Presiden. 
Pasal 29 ayat: 
(1) Kewenangan untuk menentukan keaslian 
Rupiah berada pada Bank Indonesia. 
(2) Dalam melaksanakan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 
Indonesia memberikan informasi dan 
pengetahuan mengenai tanda keaslian 
Rupiah kepada masyarakat. 
(3) Masyarakat dapat meminta klarifikasi dari 
Bank Indonesia tentang Rupiah yang 
diragukan keasliannya. 
                                                          
6
 Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit, hal. 242. 
Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Dalam 
memberikan penjelasan informasi dan 
pengetahuan tentang keaslian Rupiah, Bank 
Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak 
lain. 
Undang-Undang ini mewajibkan 
penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang 
mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian 
kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan 
uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, 
yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat 
Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak 
pada kepercayaan masyarakat internasional 
terhadap Rupiah dan perekonomian nasional 
pada umumnya sehingga Rupiah memiliki 
martabat, baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya. 
Undang-Undang ini menekankan pula pada 
Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai 
dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan 
dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran 
Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan 
dan Pencabutan Rupiah sampai dengan 
Pemusnahan Rupiah dengan tingkat 
pengawasan yang komprehensif sehingga ada 
check and balances antarpihak yang terkait agar 
tercipta good governance.7 
Secara garis besar materi muatan yang 
diatur dalam Undang-Undang ini meliputi (i) 
pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni 
mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta 
bahan baku Rupiah; (ii) pengaturan mengenai 
Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, 
Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, 
Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan 
Rupiah; (iii) pengaturan mengenai kewajiban 
penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, 
larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu; 
serta (iv) pengaturan mengenai ketentuan 
pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, 
perusakan, dan pemalsuan Rupiah. 
Tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan 
uang oleh korporasi dan orang perorangan 
terjadi apabila memenuhi unsur-unsur 
perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
                                                          
 
7
 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. I. 
Umum. 
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 
 
9 
 
2011 tentang Mata Uang, Pasal 36 sampai 
dengan Pasal 37 yaitu: 
1. Memalsu Rupiah;  
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun 
yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;  
3. Mengedarkan dan/atau membelanjakan 
Rupiah yang diketahuinya merupakan 
Rupiah Palsu;  
4. Membawa atau memasukkan Rupiah Palsu 
ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;  
5. Mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu;  
6. Memproduksi, menjual, membeli, 
mengimpor, mengekspor, menyimpan, 
dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, 
alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang 
digunakan atau dimaksudkan untuk 
membuat Rupiah Palsu;  
7. Memproduksi, menjual, membeli, 
mengimpor, mengekspor, menyimpan, 
dan/atau mendistribusikan bahan baku 
Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan 
untuk membuat Rupiah Palsu.  
Tipe-tipe kejahatan sosioekonomi dapat 
diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka 
kepentingan individual (crime by persons 
operating on an individual basis), contohnya 
pemalsuan uang; 
2. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka 
perdagangan pemerintah atau kelembagaan 
lain, dalam kerangka menjalankan 
pekerjaan, tetapi dengan cara melanggar 
kepercayaan (in breach of their duty trust 
with their employer). Contohnya 
pelanggaran yang dilakukan oleh petugas 
bank dan karyawan (violations by bank 
officers and employees), penggelapan dan 
penyalahgunaan dana (embezzlement and 
misapplication of funds); 
3. Kejahatan yang berhubungan atau 
merupakan lanjutan operasionalisasi 
perdagangan, tetapi bukan merupakan 
tujuan perdagangan tersebut. Contohnya 
suap-menyuap, mengedarkan uang palsu, 
dan memberikan informasi yang salah untuk 
memperoleh kredit; 
4. Kejahatan sosioekonomi sebagai usaha 
bisnis atau sebagai aktivitas utama 
(economics crimes a business or as the 
central activity) sebagai contoh pembuatan 
uang palsu dan penyalahgunaan kredit 
bank.8 
Uang Palsu: hal ini diatur dalam Pasal 245 
KUH Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan 
sengaja mengedarkan mata uang atau uang 
kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank 
sebagai mata uang atau uang kertas asli dan 
tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu 
olehnya sendiri, atau waktu diterima 
diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, 
ataupun barang siapa menyimpan atau 
memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang 
kertas yang demikian, dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan 
sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun”.9 
Teori maksud atau tujuan 
(relatieve/doeitheorie): hukuman dijatuhkan 
untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari 
hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan 
masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. 
Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, 
selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk 
mencegah prevensi kejahatan.10  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,   Pasal 39 
ayat (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap 
korporasi berupa pidana denda dengan 
ketentuan ancaman pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 
34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 
1/3 (satu per tiga). 
Pasal 33 ayat: 
(1) Setiap orang yang tidak menggunakan 
Rupiah dalam: 
a. setiap transaksi yang mempunyai 
tujuan pembayaran; 
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang 
harus dipenuhi dengan uang; dan/atau 
c. transaksi keuangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
                                                          
8
 Muhammad Yamin, Op.Cit, hal. 86. 
9
 Sudarsono, Op.Cit, hal. 518. 
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(2) Setiap orang dilarang menolak untuk 
menerima Rupiah yang penyerahannya 
dimaksudkan sebagai pembayaran atau 
untuk menyelesaikan kewajiban yang harus 
dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk 
transaksi keuangan lainnya di Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
kecuali karena terdapat keraguan atas 
keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
Pasal 34 ayat: 
(1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali 
untuk tujuan pendidikan dan promosi 
dengan memberi kata specimen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang menyebarkan atau 
mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
Pasal 35 ayat: 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, 
memotong, menghancurkan, dan/atau 
mengubah Rupiah dengan maksud 
merendahkan kehormatan Rupiah sebagai 
symbol negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Setiap orang yang membeli atau menjual 
Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, 
dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengimpor atau 
mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, 
dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(3) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
Pasal 36 ayat: 
(1) Setiap orang yang memalsu Rupiah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
(2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik 
dengan cara apa pun yang diketahuinya 
merupakan Rupiah Palsu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau 
membelanjakan Rupiah yang diketahuinya 
merupakan Rupiah Palsu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah). 
(4) Setiap orang yang membawa atau 
memasukkan Rupiah Palsu ke dalam 
dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah). 
(5) Setiap orang yang mengimpor atau 
mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama seumur 
hidup dan pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 
Pasal 37 ayat: 
(1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, 
membeli, mengimpor, mengekspor, 
menyimpan, dan/atau mendistribusikan 
mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak 
atau alat lain yang digunakan atau 
dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling 
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lama seumur hidup dan pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah). 
(2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, 
membeli, mengimpor, mengekspor, 
menyimpan, dan/atau mendistribusikan 
bahan baku Rupiah yang digunakan atau 
dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama seumur hidup, dan pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah). 
Sanksi memegang peranan penting dalam 
rangka penegakan hukum (law enforcement) 
terhadap ditaatinya suatu peraturan 
perundang-undangan. Secara umum sanksi 
adalah hukum berupa nestapa akibat 
pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum 
dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi. 
Sanksi perdata merupakan sanksi akibat 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian 
pada orang lain, karena itu, kepada orang yang 
menimbulkan kerugian diwajibkan membayar 
ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan 
dengan pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan hukum pidana 
(kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi 
adminsitrasi berkenaan dengan pelanggaran 
ketentuan hukum dan sanksi administrasi 
berkenaan dengan pelanggaran ketentuan 
hukum adminsitrasi yang ditetapkan oleh 
pejabat tata usaha negara dalam 
menyelenggarakan urusan pelayanan kepada 
masyarakat.11  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.   Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Mata Uang,  Pasal 39 ayat (2): 
Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mampu 
membayar pidana denda, dalam putusan 
pengadilan dicantumkan perintah penyitaan 
harta benda korporasi dan/atau harta benda 
pengurus korporasi. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 39 ayat 
                                                          
11
 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 122-123. 
(3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, 
atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai 
pidana tambahan berupa pencabutan izin 
usaha dan/atau perampasan terhadap barang 
tertentu milik terpidana. 
Pasal 40 ayat: 
(1)  Dalam hal terpidana perseorangan tidak 
mampu membayar pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana 
denda diganti dengan pidana kurungan 
dengan ketentuan untuk setiap pidana 
denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) diganti dengan pidana 
kurungan selama 2 (dua) bulan. 
(2) Lama pidana kurungan pengganti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dicantumkan dalam putusan pengadilan. 
Pasal 41 ayat: 
(1)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah 
pelanggaran. 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah 
kejahatan. 
Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan: 
Pidana terdiri atas: 
a. pidana pokok: 
1. pidana mati; 
2. pidana penjara; 
3. pidana kurungan; 
4. pidana denda; 
5. pidana tutupan. 
b. pidana tambahan: 
1. pencabutan hak-hak tertentu; 
2. perampasan barang-barang tertentu; 
3. pengumuman putusan hakim. 
Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen 
karena tujuannya adalah untuk mendidik 
kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih 
menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam 
reformasi dan pendidikan kembali pelaku 
kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat 
penting karena hanya dengan cara ini, pelaku 
dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan 
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itu bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan.12 
   
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Ketentuan tindak pidana pemalsuan uang 
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana belum mengatur secara 
komprehensif jenis perbuatan tersebut dan 
sanksi yang diancamkan. Oleh karena itu 
ketentuan-ketentuan hukum mengenai 
tindak pidana pemalsuan uang 
disempurnakan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang.  
2. Tindak pidana pemalsuan uang rupiah 
menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Mata Uang telah diatur secara lebih 
lengkap dan terinci sebagaimana diatur 
dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 
pengaturan mengenai ketentuan pidana 
terkait masalah penggunaan, peniruan, 
perusakan, dan pemalsuan Rupiah. 
 
B.  SARAN 
1.  Ketentuan tindak pidana pemalsuan uang 
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dalam penerapannya perlu 
didukung oleh ketentuan-ketentuan hukum 
yang telah diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang. 
2. Pemberlakuan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Mata Uang, khususnya mengenai 
pemalsuan uang rupiah memerlukan 
dukungan kerjasama badan yang 
mengoordinasikan pemberantasan rupiah 
palsu, yaitu Badan Intelijen Negara; 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
Kejaksaan Agung; Kementerian Keuangan; 
dan Bank Indonesia. 
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